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BUPATI BLORA 

PROPINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR    54   TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN DAN PENYALURAN         

DANA DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 

ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara serta untuk memberikan menunjang 

kelancaran dalam penyaluran dana desa, perlu 

mengatur mengenai tata cara pembagian, 

penetapan besaran dan penyaluran Dana Desa di 

Kabupaten Blora; 

b. bahwa tata cara pembagian dan penetapan besaran 

Dana Desa di Kabupaten Blora sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana 

Desa di Kabupaten Blora sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian 

dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Blora 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, 

sehingga perlu disesuaikan; 



 

2 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pembagian, Penetapan Besaran Dan Penyaluran 

Dana Desa Di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 

2018; 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa  Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentangPembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 

Tengah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),  

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indoneisa Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558 ) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 2); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora         

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Nomor 3); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2093); 
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10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa 

Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1359); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas 

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa   (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG TATA CARA 

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DAN 

PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN BLORA 

TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Blora. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Kepala Dinas. 

6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

7. Desa adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 



 

5 

 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, 

dan ditetapkan dengan peraturan desa. 

12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah 

rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 

penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank 

sentral. 

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 

penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank 

yang ditetapkan. 

15. Bank Yang Ditunjuk adalah bank yang ditetapkan sebagai pemegang kas 

umum daerah oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan 

membayar seluruh pengeluaran Daerah. 

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 

18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah 

angka yang mencermin kan tingkat kesulitan geografis suatu desa 

berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 

transportasi dan komunikasi. 
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19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut 

RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 

6 (enam) tahun.  

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  

21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan 

usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Pasal 2 

Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan 

masyarakat setempat. 

 

BAB II 

PENGALOKASIAN  

Pasal 3 

Rincian Dana Desa setiap Desa,  dialokasikan secara merata dan berkeadilan 

berdasarkan:  

a. Alokasi Dasar;  

b. Alokasi Afirmasi; dan 

c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa. 

 

Pasal 4 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

dihitung berdasarkan alokasi dasar Daerah dibagi jumlah desa  sebagaimana 

telah ditetapkan dalam  Peraturan Presiden Nomor .......... Tahun 2017 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. 

 

Pasal 5 

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi. 

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. 
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Pasal 6 

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dihitung 

berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 

indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang 

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

statistik. 

(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab. 

 

KETERANGAN: 

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 

 

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 

penduduk Desa di Daerah 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 

terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah 

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas 

wilayah Desa di Daerah 

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah 

AF Daerah = Alokasi Formula Daerah 

(3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang 

berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di 

bidang statistik. 

 

Pasal 7 

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

BAB III 

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA 

Bagian Kesatu 

Penyaluran Dana Desa 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Desa kepada Pemerintah Desa setelah 

Pemerintah melakukan pemindahbukuan Dana Desa dari RKUN ke RKUD. 
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(2) Penyaluran Dana Desa kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah  Daerah dengan 

memindahbukukan Dana Desa dari RKUD ke RKD. 

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan setelah APBDesa ditetapkan. 

 

Pasal 9 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan pada tahun anggaran berjalan dalam 2 

(dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I, dilakukan paling cepat bulan Maret  dan paling lambat bulan Juli 

sebesar 60 % (enam puluh persen); dan 

b. tahap II, dilakukan paling cepat bulan Agustus sebesar 40 % (empat 

puluh persen). 

(2) Penyaluran Dana Desa untuk masing-masing tahap sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas 

permohonan pencairan yang diajukan oleh Pemerintah Desa diterima lengkap 

dan benar. 

 

Bagian Kedua 

Pencairan Dana Desa 

Pasal 10 

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa secara tertulis 

kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut: 

a. Tahap I: 

1. Nomor RKD yang masih aktif; 

2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai 

cukup; 

3. daftar rencana penggunaan anggaran; 

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa  

5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I; 

6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan 

fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur 

tingkat Kecamatan,  dalam hal terdapat kegiatan fisik; 

b. Tahap II: 

1. Nomor RKD yang masih aktif; 

2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai 

cukup; 

3. daftar rencana penggunaan anggaran; 

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa  

5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap 2; 

6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output  Dana Desa 

tahap I 
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7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan 

fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur 

tingkat Kecamatan,  dalam hal terdapat kegiatan fisik. 

(2) Permohonan pencairan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dapat diajukan oleh Kepala Desa setelah Bupati menerima: 

a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2018; dan 

b. laporan  realisasi penyerapan dan capaian output  Dana Desa tahun 

2017. 

(3) Permohonan pencairan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dapat diajukan oleh Kepala Desa setelah Bupati menerima laporan 

realisasi penyerapan dan capaian output  Dana Desa tahap I.  

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3,), menunjukkan rata-rata realisasi 

penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-

rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh 

persen). 

 

Pasal 11 

(1) Camat melakukan penelitian terhadap berkas permohonan  pencairan yang 

diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

Berita Acara hasil penelitian berkas. 

(3) Dalam hal berkas permohonan pencairan telah lengkap dan benar, Camat 

menyampaikan  berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati melalui Kepala 

Dinas dengan dilampiri Berita Acara hasil penelitian berkas. 

 

Pasal 12 

(1) Kepala Dinas melakukan verifikasi permohonan kelengkapan administrasi 

permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa  melalui 

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). 

(2) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) 

Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan 

Kepala Dinas.  

(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas: 

a. mengkaji kelayakan/kepatutan dokumen persyaratan pengajuan; dan 

b. melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pencairan. 

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam 

Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas. 
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Pasal 13 

(1) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada 

Sekretaris Daerah berdasarkan pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal  12 ayat (4) yang dilampiri kartu kendali. 

(2) Berdasarkan permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah 

yang membidangi keuangan Daerah selaku PPKD menyiapkan Surat 

Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai 

dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan diteruskan ke Bank 

yang Ditunjuk dengan tembusan Kepala Dinas. 

(3) Pencairan Dana Desa dilaksanakan dengan mentransfer Dana Desa dari 

RKUD ke RKD (account to account). 

(4) Kepala Desa melaporkan transfer Dana Desa yang diterima sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Kepala 

Dinas dengan tembusan Camat. 

(5) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima Dana Desa sehingga 

Dana Desa belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera 

memberitahukan kepada Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang 

membidangi pengelolaan keuangan selaku PPKD untuk mengadakan 

pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari.  

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada 

pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan Dana Desa tersebut 

sebagai kontra pos atas Dana Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2018. 

 

BAB IV 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 14 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan 

kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan 

program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. 

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada   ayat (2) antara lain 

bidang kegiatan produk unggulan Desa atau  kawasan  perdesaan,  BUM  

Desa  atau  BUM Desa Bersama, Embung Desa, dan sarana olahraga Desa 

sesuai dengan kewenangan Desa. 

(4) Pembangunan sarana olah raga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan bagian unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa 

Bersama. 
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(5) Prioritas penggunaaan Dana  Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di 

ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa. 

 

Bagian Kedua 

Bidang Pembangunan Desa 

 

Pasal 15 

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas 

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan 

Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan 

Desa, yang meliputi antara lain: 

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 

1. lingkungan pemukiman; 

2. transportasi; 

3. energi; dan 

4. informasi dan komunikasi; 

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 

1. kesehatan masyarakat; dan 

2. pendidikan dan kebudayaan; 

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: 

1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; 

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, 

distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan; dan 

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek 

produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 

produk unggulan kawasan perdesaan; 

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: 

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 

2. penanganan bencana alam; dan 

3. pelestarian lingkungan hidup; 
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e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan 

dalam Musyawarah Desa. 

 

Pasal 16 

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang 

dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat 

perkembangan kemajuan Desa, meliputi: 

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan 

pembangunan Desa pada: 

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana dasar; dan 

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana 

ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang 

diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi 

pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan 

pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 

pembentukan dan   pengembangan produk unggulan desa dan/atau 

produk unggulan kawasan perdesaan. 

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: 

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi 

serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran 

untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala 

produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi 

lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 

dan 

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana 

prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya 

mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan 

sosial dasar dan lingkungan; 

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan 

pembangunan pada: 

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi 

serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran 

untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian 

berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha 

ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan; dan 
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2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana 

prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya 

mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa 

terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. 

 

Bagian Ketiga 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

 

Pasal 17 

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi 

dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara 

mandiri. 

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diprioritaskan meliputi: 

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; 

b. pengembangan kapasitas di  Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, 

pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa; 

d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi  Desa; 

e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial  dasar di bidang 

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta 

pemberdayaan  masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa 

penyandang disabilitas; 

f. dukungan pengelolaan kegiatan  pelestarian lingkungan hidup; 

g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya; 

h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha  ekonomi produktif yang 

dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 

i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, 

koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; 

j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak 

ketiga; dan 

k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai 

dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 

(3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b diswakelola oleh Desa atau badan  kerja sama antar-Desa. 
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(4) Swakelola oleh badan kerja sama  antar-Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama 

antar- Desa. 

 

Pasal 18 

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa 

yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan 

tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi: 

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa 

yang meliputi: 

1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui 

penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi 

usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya 

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 

unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 

2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau 

lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan  

melalui  BUM Desa dan/atau BUM Desa  Bersama, pengelolaan produksi, 

distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala 

produktif dan usaha   ekonomi   lainnya   yang   difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 

produk unggulan kawasan perdesaan; 

3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi 

masyarakat Desa; 

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: 

1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan 

modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha 

ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang 

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 

desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga 

ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui 

BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan 

pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha 

ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan; 

3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan 

pembentukan wirausahawan di Desa; 
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4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi 

masyarakat Desa; 

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: 

1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama 

melalui penyertaan modal,  pengelolaan produksi, distribusi dan 

pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha 

ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan; 

2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau 

lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan 

melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, 

distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala 

produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 

produk unggulan kawasan perdesaan; 

3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan 

4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

bagi masyarakat Desa; 

d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun 

Desa Maju dan/atau Desa  Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas 

Wira Desa, meliputi: 

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang 

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta 

pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa 

penyandang disabilitas; 

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup; 

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan 

bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; 

4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam 

mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan 

5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa 

yang demokratis dan berkeadilan sosial. 

e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun 

Desa Maju dan/atau Desa  Mandiri  memprioritaskan    kegiatan  

pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan 

Lingkar Budaya Desa, meliputi: 

1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan 

peraturan hukum di Desa; 

2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk 

mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan 
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3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa. 

 

Pasal 19 

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang 

pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa  tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 20 

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk 

dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan saat 

evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. 

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi 

prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 

 

BAB V 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

  

Pasal 21 

Dana Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa dikelola sesuai mekanisme 

pengelolaan keuangan Desa; 

b. Dana Desa  digunakan sesuai  dengan rencana anggaran biaya pada saat 

pengajuan permohonan pencairan dana; 

c. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus diselesaikan

 pada tahun anggaran 2018. 

 

Pasal 22  

(1) Hasil dari kegiatan Dana Desa yang menambah aset Desa dicatat sebagai 

aset Desa. 

(2) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 23  

Tata cara penatausahaan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana 

Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
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Pasal 24 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka penggunaan Dana Desa berpedoman 

pada ketentuan: 

a. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa di Desa; 

dan 

b. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar biaya pemerintah Desa 

yang berlaku di Daerah. 

 

BAB VI 

PELAPORAN 

 

Pasal  25 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi  penyerapan dan capaian 

output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat  dengan 

tembusan  Kepala Dinas. 

(2) Laporan realisasi  penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana 

dimaksud  ayat (1)  terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 2017; 

dan 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I 

Tahun 2018. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 2017 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 

tanggal 7 Januari 2018. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 

tanggal 7 Juli 2018. 

BAB VII 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 26 

(1) Bupati  melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD. 

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 

teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.  
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Pasal 27 

(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditemukan sisa Dana Desa di RKD 

lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati: 

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di 

RKD tersebut; dan/atau 

b. meminta aparat fungsional pengawas Daerah untuk melakukan 

pemeriksaan. 

(2) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa diterima pada tahun 2018 ditambah 

dengan sisa anggaran tahun 2017. 

(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun 2019 sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 28 

Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (4) atau Pasal 10 ayat (5); 

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD 2017 lebih besar dari 30% (tiga puluh 

persen); dan/atau  

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

 

Pasal 29 

(1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf  b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 

berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun 2017. 

(2) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun 2017 lebih besar dari jumlah Dana 

Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I 

tidak dilakukan. 

(3) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli 2018 sisa Dana Desa 

di RKD tahun 2017 masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), 

penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(4) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 
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(5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tidak dapat disalurkan kembali pada tahun 2019. 

 

Pasal 30 

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c disampaikan 

oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau 

telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa. 

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

 

Pasal 31 

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 huruf a telah diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun 2017 kurang dari atau sama dengan 30%; 

dan 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.  

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan 

berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD 

dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai 

Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) paling lambat akhir bulan November tahun 2018 dan agar dianggarkan 

kembali dalam rancangan APB Desa tahun 2019. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun 2019 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu 

pertama bulan Juli tahun 2018, Bupati menyampaikan permintaan 

penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke 

RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun 2018. 
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Pasal 32 

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah 

dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD 

lebih dari 30% (tiga puluh persen). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun 2019. 

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Blora Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Di 

Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 9) yang 

diubah dengan Peraturan Bupati Blora: 

a. Nomor  30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 

30); 

b. Nomor  58 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 

58); 

c. Nomor    10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 

10); 

d. Nomor 41 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 

41); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

Pasal 34 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 30 Nopember 2017 

BUPATI BLORA, 

Cap. ttd 

DJOKO NUGROHO 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal  30 Nopember 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

                            Cap. ttd 

                   BONDAN SUKARNO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 54 

 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 

 
 
 
 

A. KAIDAR ALI, SH. MH. 

NIP. 19610103 198608 1 001 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI BLORA  

NOMOR    54   TAHUN 2017 

TENTANG  

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN DAN PENYALURAN DANA 

DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2018 

 

BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  

DI KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2018 

 

NO KECAMATAN DESA BESARAN DANA DESA (Rp.) 

1 JATI 1 BANGKLEYAN          1.004.994.000  

    2 GEMPOL             826.915.000  

    3 KEPOH             970.488.000  

    4 PELEM             790.538.000  

    5 JEGONG             932.383.000  

    6 JATI             983.298.000  

    7 SINGGET             809.956.000  

    8 GABUSAN          1.017.772.000  

    9 DOPLANG             851.317.000  

    10 RANDULAWANG             821.063.000  

    11 TOBO             798.944.000  

    12 PENGKOLJAGONG             912.819.000  

2 RANDUBLATUNG 1 TLOGOTUWUNG             925.534.000  

    2 BODEH             973.929.000  

    3 GEMBYUNGAN             993.768.000  

    4 SAMBONGWANGAN             844.175.000  

    5 PILANG          1.121.423.000  

    6 TEMULUS             991.190.000  

    7 SUMBEREJO             971.373.000  

    8 KUTUKAN             992.887.000  

    9 KEDIREN             917.469.000  

    10 KADENGAN             984.473.000  

    11 BEKUTUK             911.537.000  
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NO KECAMATAN DESA BESARAN DANA DESA (Rp.) 

    12 PLOSOREJO             878.838.000  

    13 JERUK             739.930.000  

    14 TANGGEL          1.066.497.000  

    15 KALISARI             971.415.000  

    16 NGLIRON          1.052.527.000  

3 KRADENAN 1 MEGERI             956.637.000  

    2 NGLEBAK             947.386.000  

    3 GETAS          1.245.822.000  

    4 NGINGGIL             707.494.000  

    5 NGRAWOH             712.311.000  

    6 MENDENREJO          1.355.807.000  

    7 SUMBER          1.226.468.000  

    8 MOJOREMBUN             980.795.000  

    9 NGLUNGGER          1.111.442.000  

    10 MEDALEM             979.235.000  

4 KEDUNGTUBAN 1 GONDEL             967.494.000  

    2 KETUWAN             743.503.000  

    3 JIMBUNG             733.014.000  

    4 PANOLAN             719.721.000  

    5 KLAGEN             915.873.000  

    6 KEMANTREN             934.542.000  

    7 SIDOREJO             912.875.000  

    8 WADO             878.754.000  

    9 PULO             739.840.000  

    10 TANJUNG          1.062.106.000  

    11 SOGO             747.099.000  

    12 BAJO             768.917.000  

    13 NGLANDEYAN             791.855.000  

    14 KALEN          1.042.954.000  

    15 NGRAHO             938.510.000  

    16 KEDUNGTUBAN             944.462.000  

    17 GALUK             941.532.000  
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NO KECAMATAN DESA BESARAN DANA DESA (Rp.) 

5 CEPU 1 GADON             707.784.000  

    2 NGLORAM             927.793.000  

    3 CABEAN             805.728.000  

    4 KAPUAN             690.684.000  

    5 JIPANG             749.847.000  

    6 GETAS             718.394.000  

    7 SUMBERPITU             698.458.000  

    8 KENTONG             733.037.000  

    9 MERNUNG             721.120.000  

    10 MULYOREJO             716.903.000  

    11 NGLANJUK             702.108.000  

6 SAMBONG 1 TEMENGENG          1.023.271.000  

    2 SAMBONGREJO             919.033.000  

    3 GADU             815.393.000  

    4 SAMBONG             757.649.000  

    5 POJOKWATU             740.298.000  

    6 GAGAKAN             744.870.000  

    7 BITING             892.608.000  

    8 BRABOWAN             893.213.000  

    9 LEDOK             735.486.000  

    10 GIYANTI             953.604.000  

7 JIKEN 1 NGLOBO             744.798.000  

    2 CABAK             704.351.000  

    3 NGLEBUR             822.308.000  

    4 JANJANG             919.077.000  

    5 BLEBOH          1.036.306.000  

    6 KETRINGAN             914.716.000  

    7 SINGONEGORO             943.410.000  

    8 JIKEN             879.491.000  

    9 GENJAHAN             725.344.000  

    10 JIWOREJO             703.009.000  

    11 BANGOWAN             740.585.000  
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NO KECAMATAN DESA BESARAN DANA DESA (Rp.) 

8 JEPON 1 BLUNGUN             978.313.000  

    2 SEMANGGI             861.095.000  

    3 NGAMPON             715.747.000  

    4 JOMBLANG             974.683.000  

    5 PALON             789.404.000  

    6 BANGSRI             972.098.000  

    7 SUMURBOTO             898.416.000  

    8 BRUMBUNG             916.225.000  

    9 TURIREJO             746.684.000  

    10 SEMAMPIR             709.612.000  

    11 KEMIRI             744.616.000  

    12 TEMPELLEMAHBANG             749.219.000  

    13 SESO             679.277.000  

    14 BALONG             694.045.000  

    15 GENENG             720.755.000  

    16 NGLAROHGUNUNG             694.417.000  

    17 KAWENGAN             740.443.000  

    18 GERSI             708.371.000  

    19 GEDANGDOWO             724.453.000  

    20 PULEDAGEL             732.000.000  

    21 BACEM             913.766.000  

    22 JATIREJO             713.087.000  

    23 SOKO             695.767.000  

    24 WARU             734.031.000  

9 BLORA 1 JEPANGREJO             871.432.000  

    2 KAMOLAN             820.549.000  

    3 PELEM             717.292.000  

    4 PURWOREJO             978.818.000  

    5 ANDONGREJO             900.713.000  

    6 JEJERUK             699.600.000  

    7 TEMUREJO             801.035.000  

    8 TEMPUREJO             754.985.000  
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NO KECAMATAN DESA BESARAN DANA DESA (Rp.) 

    9 PATALAN             935.066.000  

    10 TAMBAKSARI             722.033.000  

    11 PURWOSARI             739.134.000  

    12 NGADIPURWO             669.102.000  

    13 SENDANGHARJO             755.639.000  

    14 TEMPURAN             862.793.000  

    15 PLANTUNGAN             732.667.000  

    16 NGAMPEL             741.380.000  

10 TUNJUNGAN 1 TAWANGREJO             901.557.000  

    2 KEDUNGRINGIN             702.518.000  

    3 ADIREJO             749.763.000  

    4 TAMANREJO             747.791.000  

    5 TUTUP             814.058.000  

    6 SUKOREJO             827.798.000  

    7 TAMBAHREJO             852.556.000  

    8 KALANGAN             808.364.000  

    9 SAMBONGREJO             994.246.000  

    10 TUNJUNGAN             820.021.000  

    11 KEDUNGREJO             942.425.000  

    12 GEMPOLREJO          1.013.988.000  

    13 NGLANGITAN             793.294.000  

    14 KESER             778.226.000  

    15 SITIREJO             774.513.000  

11 BANJAREJO 1 JATISARI             729.861.000  

    2 JATIKLAMPOK             758.316.000  

    3 KLOPODUWUR             883.617.000  

    4 SIDOMULYO          1.278.833.000  

    5 BALONGSARI             946.112.000  

    6 BACEM          1.085.145.000  

    7 WONOSEMI             958.863.000  

    8 SENDANGGAYAM             913.688.000  

    9 BANJAREJO          1.082.062.000  
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NO KECAMATAN DESA BESARAN DANA DESA (Rp.) 

    10 MOJOWETAN             897.130.000  

    11 SUMBERAGUNG             942.842.000  

    12 GEDONGSARI             749.042.000  

    13 SENDANGWUNGU             884.780.000  

    14 BALONGREJO             898.564.000  

    15 KARANGTALUN             986.314.000  

    16 KEBONREJO             799.993.000  

    17 KEMBANG             728.609.000  

    18 SEMBONGIN             909.328.000  

    19 PLOSOREJO             714.068.000  

    20 BULUROTO             790.855.000  

12 NGAWEN 1 ROWOBUNGKUL             973.963.000  

    2 GEDEBEG             944.115.000  

    3 SAMBONGANYAR             989.767.000  

    4 KENDAYAAN             739.533.000  

    5 PLUMBON             839.926.000  

    6 BERGOLO             734.052.000  

    7 BANDUNGROJO             725.378.000  

    8 KEDUNGSATRIYAN             958.315.000  

    9 KARANGTENGAH             774.016.000  

    10 JETAKWANGER             918.462.000  

    11 SUMBEREJO             898.592.000  

    12 SENDANGAGUNG             719.579.000  

    13 TALOKWOHMOJO             953.036.000  

    14 TREMBULREJO             781.565.000  

    15 GONDANG             741.489.000  

    16 SENDANGREJO             746.399.000  

    17 SEMAWUR             790.868.000  

    18 BRADAG             729.467.000  

    19 GOTPUTUK             715.674.000  

    20 BERBAK             686.462.000  

    21 SARIMULYO             923.994.000  
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NO KECAMATAN DESA BESARAN DANA DESA (Rp.) 

    22 SENDANGMULYO             730.116.000  

    23 WANTILGUNG             714.658.000  

    24 BOGOWANTI             701.876.000  

    25 SAMBONGREJO             900.841.000  

    26 SRIGADING             797.949.000  

    27 KARANGJONG             771.545.000  

13 KUNDURAN 1 BOTORECO          1.127.085.000  

    2 BULOH          1.165.433.000  

    3 KEMIRI             856.774.000  

    4 KODOKAN             700.948.000  

    5 SONOKIDUL             940.087.000  

    6 SEMPU             771.522.000  

    7 CUNGKUP             741.499.000  

    8 PLOSOREJO             805.858.000  

    9 NGILEN             736.685.000  

    10 BAKAH             939.865.000  

    11 KALANGREJO             731.229.000  

    12 BLUMBANGREJO             718.152.000  

    13 TAWANGREJO             989.693.000  

    14 KLOKAH             862.068.000  

    15 MURAHARJO             755.098.000  

    16 JAGONG             731.835.000  

    17 GAGAAN             708.911.000  

    18 SAMBIROTO             736.693.000  

    19 BEJIREJO             916.104.000  

    20 JETAK             703.482.000  

    21 KARANGGENENG             838.685.000  

    22 BALONG             735.193.000  

    23 NGAWENOMBO             938.160.000  

    24 SENDANGWATES             719.301.000  

    25 KEDUNGWARU             993.434.000  

14 TODANAN 1 TINAPAN             929.675.000  
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NO KECAMATAN DESA BESARAN DANA DESA (Rp.) 

    2 SAMBENG             765.153.000  

    3 PRIGI             717.189.000  

    4 PELEMSENGIR             885.701.000  

    5 KACANGAN             901.024.000  

    6 SONOKULON             857.014.000  

    7 KEDUNGWUNGU          1.108.516.000  

    8 GUNUNGAN             710.312.000  

    9 KAJENGAN             774.026.000  

    10 DRINGO             901.757.000  

    11 COKROWATI             741.403.000  

    12 KETILENG          1.058.202.000  

    13 TODANAN             783.137.000  

    14 NGUMBUL          1.028.366.000  

    15 WUKIRSARI             934.074.000  

    16 BICAK             932.444.000  

    17 SENDANG             814.639.000  

    18 KARANGANYAR             833.996.000  

    19 DALANGAN             715.675.000  

    20 CANDI             815.096.000  

    21 GONDORIYO             938.398.000  

    22 KEMBANG             785.125.000  

    23 BEDINGIN             918.891.000  

    24 LEDOK             713.350.000  

    25 KEDUNGBACIN             976.972.000  

15 BOGOREJO 1 GOMBANG             738.315.000  

    2 SARIREJO             723.406.000  

    3 KARANGANYAR             705.349.000  

    4 KARANG             736.621.000  

    5 PRANTAAN             739.977.000  

    6 JERUK             733.349.000  

    7 BOGOREJO             781.160.000  

    8 GEMBOL             720.972.000  
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NO KECAMATAN DESA BESARAN DANA DESA (Rp.) 

    9 TEMPUREJO             722.915.000  

    10 GAYAM             716.490.000  

    11 SENDANGREJO             742.473.000  

    12 GANDU             779.250.000  

    13 NGLENGKIR             879.600.000  

    14 JURANGJERO             919.657.000  

16 JAPAH 1 HARJOWINANGUN             774.988.000  

    2 TENGGER             743.680.000  

    3 KROCOK             728.031.000  

    4 NGAPUS             951.241.000  

    5 DOLOGAN             926.832.000  

    6 TLOGOWUNGU             775.589.000  

    7 JAPAH             742.297.000  

    8 BEGANJING             768.999.000  

    9 NGRAMBITAN             718.274.000  

    10 PENGKOLREJO          1.001.554.000  

    11 BOGOREJO             798.933.000  

    12 WOTBAKAH             923.419.000  

    13 PADAAN             925.566.000  

    14 BOGEM             766.829.000  

    15 SUMBEREJO             808.021.000  

    16 NGIYONO             970.826.000  

    17 GAPLOKAN             964.529.000  

    18 KALINANAS          1.027.295.000  

  JUMLAH 229.074.481.000 

 

BUPATI BLORA, 

Cap ttd. 

DJOKO NUGROHO 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI BLORA  

NOMOR    54   TAHUN 2017 

 

TENTANG  

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN DAN PENYALURAN 

DANA DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2018 

 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM DAN 

KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

 

1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa 

terkait  penggunaan  Dana  Desa  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran  Pendapatan 

dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan 

bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan 

masyarakat, dan  kemasyarakatan  dan dalam Pasal 19 ayat (2) mengatur 

bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diproritaskan untuk 

dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa. 

 

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana Desa. 

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliha-raan sarana 

dan prasarana lingkungan pemukiman,  antara lain: 

a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir 

miskin; 

b) penerangan lingkungan pemukiman; 
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c) pedestrian; 

d) drainase; 

e) selokan; 

f) tempat pembuangan sampah; 

g) gerobak sampah; 

h) kendaraan pengangkut sampah; 

i) mesin pengolah sampah; dan 

j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 

Desa. 

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana transportasi, antara lain: 

a) tambatan perahu; 

b) jalan pemukiman; 

c) jalan poros Desa; 

d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 

e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 

f) jembatan Desa; 

g) gorong-gorong; 

h) terminal Desa; dan 

i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana energi, antara lain: 

a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 

b) pembangkit listrik tenaga diesel; 

c) pembangkit listrik tenaga matahari; 

d) instalasi biogas; 

e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan 

f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: 

a) jaringan internet untuk warga Desa; 

b) website Desa; 

c) peralatan pengeras suara (loudspeaker); 

d) telepon umum; 

e) radio Single Side Band (SSB); dan 
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f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana kesehatan, antara lain: 

a) air bersih berskala Desa; 

b) sanitasi lingkungan; 

c) jambanisasi; 

d) mandi, cuci, kakus (MCK); 

e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 

f) alat bantu penyandang disabilitas; 

g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 

h) balai pengobatan; 

i) posyandu; 

j) poskesdes/polindes; 

k) posbindu; 

l) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan 

m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan  sarana 

prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 

a) taman bacaan masyarakat; 

b) bangunan Pendidikan Aanak Usia Dini; 

c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya; 

d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini; 

e) taman belajar keagamaan; 

f) bangunan perpustakaan Desa; 

g) buku/bahan bacaan; 

h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 

i) sanggar seni; 

j) film dokumenter; 

k) peralatan kesenian; dan 

l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana usaha ekonomi Desa 
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1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan  sarana 

prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan 

usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 

produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

a) bendungan berskala kecil; 

b) pembangunan atau perbaikan embung; 

c) irigasi Desa; 

d) percetakan lahan pertanian; 

e) kolam ikan; 

f) kapal penangkap ikan; 

g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 

h) tambak garam; 

i) kandang ternak; 

j) mesin pakan ternak; 

k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan 

l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan 

usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan, antara lain: 

a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, 

coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 

b) lumbung Desa; 

c) gudang pendingin (cold storage); dan 

d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan 

dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan, antara lain: 

a) mesin jahit; 

b) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 

c) mesin bubut untuk mebeler; dan 

 

 



 

35 

 

d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan  

prasarana  pemasaran  yang  difokuskan  kepada pembentukan dan

 pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan, antara lain: 

a) pasar Desa; 

b) pasar sayur; 

c) pasar hewan; 

d) tempat pelelangan ikan; 

e) toko online; 

f) gudang barang; dan 

g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana Desa Wisata, antara lain: 

a) pondok wisata; 

b) panggung hiburan; 

c) kios cenderamata; 

d) kios warung makan; 

e) wahana permainan anak; 

f) wahana permainan outbound; 

g) taman rekreasi; 

h) tempat penjualan tiket; 

i) rumah penginapan; 

j) angkutan wisata; dan 

k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk  kemajuan ekonomi yang 

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 

desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

a) penggilingan padi; 

b) peraut kelapa; 

c) penepung biji-bijian; 

d) pencacah pakan ternak; 

e) sangrai kopi; 

f) pemotong/pengiris buah dan sayuran; 
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g) pompa air; 

h) traktor mini; dan 

i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: 

1) pembuatan terasering; 

2) kolam untuk  mata air; 

3) plesengan sungai; 

4) pencegahan abrasi pantai; dan 

5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 

Desa. 

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar 

biasa lainnya yang meliputi: 

1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 

2) pembangunan gedung pengungsian; 

3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 

4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena 

bencana alam; dan 

5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 

Desa. 

 

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat 

Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan 

bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga 

kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan 

lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya 

pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah 

dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan 

masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut: 

a.   Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 
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1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 

a) penyediaan air bersih; 

b) pelayanan kesehatan lingkungan; 

c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit 

seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, 

tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;; 

d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat; 

e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan

 sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 

f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan 

anak dan perlindungan Anak; 

g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 

h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, 

nifas dan menyusui; 

i) pengobatan untuk lansia; 

j) keluarga berencana; 

k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 

l) pelatihan kader kesehatan masyarakat; 

m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan 

perlindungan Anak; 

n) pelatihan pangan yang sehat dan aman; 

o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan 

p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara 

lain: 

a) bantuan insentif guru PAUD; 

b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 

c) penyelenggaraan pelatihan kerja; 

d) penyelengaraan kursus seni budaya; 

e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; 

f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 

g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa. 

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan 

teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. 
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1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 

a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 

b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 

c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 

a) pengelolaan terminal Desa; 

b) pengelolaan tambatan perahu; dan 

c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: 

a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 

b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 

c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 

d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 

e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 

a) sistem informasi Desa; 

b) koran Desa; 

c) website Desa; 

d) radio komunitas; dan 

e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan 

prasarana ekonomi 

1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan  pangan dan 

usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan, antara lain: 

a) pembibitan tanaman pangan; 

b) pembibitan tanaman keras; 

c) pengadaan pupuk; 

d) pembenihan ikan air tawar; 

e) pengelolaan usaha hutan Desa; 

f) pengelolaan usaha hutan sosial; 

g) pengadaan bibit/induk ternak; 

h) inseminasi buatan; 
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i) pengadaan pakan ternak; dan 

j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 

Desa. 

2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan 

dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan, antara lain: 

a) tepung tapioka; 

b) kerupuk; 

c) keripik jamur; 

d) keripik jagung; 

e) ikan asin; 

f) abon sapi; 

g) susu sapi; 

h) kopi; 

i) coklat; 

j) karet; dan 

k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 

produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

a) meubelair kayu dan rotan, 

b) alat-alat rumah tangga, 

c) pakaian jadi/konveksi 

d) kerajinan tangan; 

e) kain tenun; 

f) kain batik; 

g) bengkel kendaraan bermotor; 

h) pedagang di pasar; 

i) pedagang pengepul; dan 

j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa 

Bersama, antara lain: 

a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 

b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 
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c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 

dan 

d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam 

musyawarah Desa. 

5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa  Bersama yang 

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 

unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, 

antara lain: 

a) pengelolaan hutan Desa; 

b) pengelolaan hutan Adat; 

c) industri air minum; 

d) industri pariwisata Desa; 

e) industri pengolahan ikan; dan 

f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa  Bersama yang 

difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain: 

a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 

b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi; 

c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 

d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa. 

7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 

dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan, antara lain: 

a) hutan kemasyarakatan; 

b) hutan tanaman rakyat; 

c) kemitraan kehutanan; 

d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 

e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk  usaha 

ekonomi masyarakat; dan 

f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa. 
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8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk 

kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan, antara lain: 

a) sosialisasi TTG; 

b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa 

c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan 

sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan 

komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan 

d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai  dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha 

ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan, antara lain: 

a) penyediaan informasi harga/pasar; 

b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat 

dan/atau koperasi; 

c) kerjasama perdagangan antar Desa; 

d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 

e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana 

serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 

1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 

2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 

alam; 

3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana  alam; dan 

4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan 

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 

1) pembibitan pohon langka; 

2) reboisasi; 

3) rehabilitasi lahan gambut; 

4) pembersihan daerah aliran sungai; 

5) pemeliharaan hutan bakau; 

6) perlindungan terumbu karang; dan 
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7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola  Desa 

yang demokratis dan berkeadilan sosial 

1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, 

antara lain: 

a) pengembangan sistem informasi Desa; 

b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai 

rakyat; dan 

c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara 

berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan 

sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain: 

a) penyusunan arah pengembangan Desa; 

b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa 

yang berkelanjutan; dan 

c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 

3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, 

potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: 

a) pendataan potensi dan aset Desa; 

b) penyusunan profil Desa/data Desa; 

c) penyusunan peta aset Desa; dan 

d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 

4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada 

kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan 

kelompok marginal, antara lain: 

a) sosialisasi penggunaan dana Desa; 

b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga 

disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 

c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, 

perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan 

d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, 

antara lain: 

a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa 

berbasis data digital; 

b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka 

untuk publik; 

c) pengembangan sistem informasi Desa; dan 

d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa 

yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain : 

a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- 

hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 

b) penyelenggaraan  musyawarah Desa; dan 

c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan 

dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang 

diselenggarakan di Desa. 

8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya 

manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi 

Desa  yang  difokuskan  kepada  pembentukan  dan  pengembangan 

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan 

perdesaan, antara lain: 

a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil 

dan perdagangan; 

b) pelatihan teknologi tepat guna; 

c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai 

kondisi Desa; dan 

d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 

Desa. 

9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara 

partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain: 
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a) pemantauan berbasis komunitas; 

b) audit berbasis komunitas; 

c) pengembangan unit pengaduan di Desa; 

d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk 

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 

e) pengembangan kapasitas paralegal Desa; 

f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban 

dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan 

g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

 

4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana 

Desa 

a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan 

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di 

luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, 

dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus: 

1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan 

Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 

Desa;
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2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

dan 

3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa 

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang 

belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan 

kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan 

Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat 

penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat 

dilakukan apabila bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan 

masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa. 

 

B. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

 

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan 

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar- 

besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk 

dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 

kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan- 

kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya 

untuk: 

a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan; 

b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan 

c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan 

marginal; 

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, 

maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara: 
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a. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau 

pendidikan warga Desa lebih diutamakan; 

b. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan 

peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan 

c. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan 

lebih diutamakan. 

 

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat 

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 

Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan 

Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembanguan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan 

mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. 

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan 

kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara: 

a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih 

diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit 

didukung masyarakat Desa; 

b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat 

Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama 

masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang 

tidak melibatkan masyarakat Desa; dan 

c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa lebih 

diutamakan. 

 

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan 

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi 

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan 

dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan     Dana 
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Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, 

pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan 

yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan 

Dana Desa. 

 

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan 

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya 

dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus 

memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana 

Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus 

dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat 

diakses masyarakat Desa. 

 

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan 

sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan 

mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat. 

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. 

Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, 

keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan 

diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokkan tipologi Desa  dapat 

diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan: 

a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi: 

1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih 

kuat); 

2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam 

asal keturunan); dan 

3) Desa campuran geneologis-teritorial. 

b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi: 

1) Desa pesisir/Desa pantai; 

2) Desa dataran rendah/lembah; 

3) Desa dataran tinggi; dan 

4) Desa perbukitan/pegunungan. 

c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi: 

1) Desa dengan permukiman menyebar; 
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2) Desa dengan permukiman melingkar; 

3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan 

4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran 

sungai/pinggir jalan). 

d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama 

masyarakat meliputi: 

1) Desa pertanian; 

2) Desa nelayan; 

3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan 

teknologi sederhana dan madya); dan 

4) Desa perdagangan (jasa-jasa). 

e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa 

meliputi: 

1) Desa sangat tertinggal; 

2) Desa tertinggal; 

3) Desa berkembang; 

4) Desa maju; dan 

5) Desa mandiri. 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai 

alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan 

tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi 

dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa 

dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan  

masyarakat Desa. 

 

C. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses 

perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan 

dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB 

Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan 

RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas  penggunaan  

Dana Desa adalah sebagai berikut: 
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1. Tahap Musyawarah Desa 

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, 

seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembagunan Desa dan beberapa 

yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan. 

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-

hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam 

musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 

dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa. 

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah  Desa 

berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. 

Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana 

Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara 

penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang 

musyawarah Desa. 

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa 

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa 

berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang 

disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen 

rancangan RKP Desa. 

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait 

penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban 

menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi 

sebagai berikut: 

a. pagu indikatif Dana Desa; dan 

b. data   tipologi   Desa berdasarkan  perkembangan Desa  yang  dihitung 

berdasar IDM. 

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa 

merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan 

perhitungan terhadap: 

a. kemanfaatan hasil kegiatan; 

b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa 

dalam pelaksanaan kegiatan; 

c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan 

pelestariannya; 
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d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan; 

e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta 

sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara 

mandiri oleh Desa; dan 

f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana 

Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa. 

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa 

menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa 

yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya  diberikan 

contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki 

keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi 

Desanya. 

Contoh: 

Desa A : tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan- 

campuran-tertinggal dan sangat tertinggal 

Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang 

Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri 

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dengan 

mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan 

Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Umum ini. 

3. Tahap Penetapan RKP Desa 

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa 

rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan 

dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah 

perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri  oleh BPD 

dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan 

prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati 

dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa 

menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan 

Desa tentang RKP Desa. 

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa 

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah 

bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara 
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pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan 

bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing- 

masing Desa. Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan dan 

mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati/walikota 

mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. 

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan 

berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan 

dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar 

kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan 

dalam RKP Desa. 

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban 

mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa 

perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi 

rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota. 

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan  keberatan 

kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda 

dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang 

RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana 

penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka 

BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk 

membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan 

demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan 

Kepala Desa kepada Bupati/Walikota harus dipastikan diterima oleh 

sebagian besar masyarakat Desa. 

5. Tahap Review Rancangan APB Desa 

Bupati/walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review 

dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang 

dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan  hal-hal sebagai berikut: 
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a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul 

dan kewenangan lokal berskala Desa; 

b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat Desa; 

c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota; 

d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan 

APB Desa direncanakan sesuai mekanisme penetapan prioritas 

penggunaan Dana desa yang diatur dengan peraturan perundang-

undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas 

Penggunaan. 
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